LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN ESELON
KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATASDAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan
Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisass Perangkat Daerah
dipandang perlu ditetapkan Eselon Kepala Tata Usaha
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI
Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor
13 Tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

9.

Pedoman Organisas Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Tunjangan Jabatan Sruktural;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12

Tahun 2004 tentang Pembentukan  Susunan
Organisass dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten  Banjarnegara (Lembaran  Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 17 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN

ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NEGERI.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.

Sekolah Menengah Atas Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kabupaten Banjanegara.

Sekolah Menengah Kguruan Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara



7. Tata Usaha Sekolah adalah pelaksana administrasi dilingkungan
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kegjuruan Negeri.

BAB I
ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH
Pasal 2

(1) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Keuruan Negeri adalah
Jabatan Eselon 1V .b.

(2) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah
Menengah Atas Negeri adalah Jabatan Eselon V.a.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pel aksanaannya.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulal berlaku padatangggal diundangkan.



Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara

Padatangga 1 Desember 2006

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJA SRI
Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 5 Januari 2007

PLT. SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,

SYAMSUDIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 5 Januari 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISAS

DIDIK KLISTYO BINTORO, SH., MM
Pembina
NIP. 010 234 642




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS

DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 21
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu ditetapkan Eselon
Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Eselon
Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan berpedoman
pada :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata
Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah
Umum,



2. Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor
53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata
Usaha Sekolah Menengah Keguruan;

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini, sehinggatidak salah pengertian dalam
penafsirannya.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 87



